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ABSTRAK 

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Negara Independen 

yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan serta 

penegak hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Keberadaan DPR dalam 

melaksanakan tugas checks and balances adalah hal yang sangat penting dalam 

proses penggantian Ketua KPK. Pengangkatan ketua sementara KPK Nawawi 

Pamolango yang dilantik secara langsung oleh Presiden karena terjadinya 

kekosongan pimpinan KPK dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Adapun perumusan masalah yang penulis angkat yaitu : Pertama, 

Bagaimana keabsahan pengangkatan ketua sementara KPK secara langsung tanpa 

melakukan konsultasi dan pengusulan calon kepada DPR? Kedua, Bagaimana 

mekanisme pembatalan yang dapat dilakukan oleh DPR jika pengangkatan ketua 

sementara KPK tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

KPK terkait pengangkatan Ketua KPK? Metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan Pertama, Presiden dapat mengangkat ketua sementara KPK tanpa 

melakukan konsultasi kepada DPR jika memenuhi syarat dari Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-

Undang. Kedua, DPR dapat menggulirkan hak angket jika pengangkatan ketua 

sementara KPK tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Presiden 

sebagai kepala pemerintah yang mempunyai andil dalam pemilihan ketua 

sementara KPK harus melaksanakan Undang-Undang sesuai dengan isi dari 

Undang-Undang tersebut.  

 

 


